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Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Bedagai di Provinsi Surnatera Utara (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4346); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang 
Pernbentukan Kabupaten Sarnosir dan KabupaterrSerdang 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau 
Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Teknis Pemberian Tunjangan • Hari Raya Tahun 2020 Kepada 
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
Serdang Bedagai; 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TEKNIS PEMBERIANTUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 
NOMOR tr TAHUN 2020 

BUPATISERDANG BEDAGAI 
PROVINSI SUMATERA UTARA 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Adrninistrasi. Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaari Keuangan Daerah (Lembaran Negara .Republik 
Indonesia .Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang 
Pernberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri 
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima 
Pensiun 'atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 132); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan .Mcnteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedornan Pengelolaan 
Keuangan. Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

10. PeraturaniMenteri Dalam Negeri Nomor 80 .Tahun 2015 
tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor\.2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .80. Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pernberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indoneaia.. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun 
atau Penerima Tunjangan 'yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik 

1 . . . ·. .. .. - Indonesia Tahun 2020 Nomor 461) 
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Pasal l 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Serdang Bedagai. 
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan 

Pernerintah Kabupaten Serdang Bedagai. 
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara 
tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 
Menduduki jabatan pemerintahan. 

6. Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil 
7. Hari Rayaadalah Hari Raya Idul Fitri. 
8. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara 

teratur kepada Pegawai yang dibayarkan bersarhaan 
dengangaji. 

9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja 
kepada · pegawa1 yang ditetapkan dan dibayarkan 
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau 
peraturan perundang-undangan. 

10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUD .adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 

, r 8. PARAF KOORDH~JASf r2:--Itthisa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 

f~ 
, M disidgkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa 

1') ? I') 1i 6 .. , ,. I l ~~ .. · -Li 't ' l~ vtlmtr melaksanakan tugas BUD. · 

KETENTUAN UMUM 

BABI 

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. 
PEMERINTAH DILINGKUNGAN SIPIL NEGERI 

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN 
TUNJANGAN HARi RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI 

MEMUTUSKAN: 

12.peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nornor 4 
tahun 2016 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor ll 
Tahun 2019 ten tang · Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020; 

Menetapkan 



Pasal 2 
Tunjangan Hari Raya diberikan kepada: 
(1) PNS; 
(2) PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik 

di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh 
instansi induk. 

(3) PNS sebagaimana dimaksud ayat ( 1) meliputi dalam 
jabatan: 
(a) administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan 

administrator; 
(b) _pengawas a tau dalam jabatan setara pengawas; 
(c) fungsional; 
(d) pelaksana; 

(4) Calon Pegawai Negeri Sipil. 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAY A 

BAB II 

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
perangkatdaerah yang dipimpinnya. 

14. Kuasa PA selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 
PA dalam melaksakan fungsi perangkat daerah yang 
di pim pinnya. 

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yangselanjutnya 
disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 
SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan 
Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran 
DPA SKPD. 

17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat SP20 adalah dokumen yang digunakan sebagai 
dasar pencairan dana atas beban APBD. 
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Pasal 3 
Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada: 
(1) PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan 

setara jabatan pimpinan tinggi; 
(2) PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan 

negara; 
(3) PNS yang- sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah 

baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya 

r . . .··.· .· . ··. . fl:j.bryar oleh instansi tempat penugasan. I· 8. PARAF !{OORD!NASI 
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(3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1) dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang 
Bedagai Tahun Anggaran Berkenaan. 

Pasal8 
Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 
(sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. 
Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari 
Raya dibayarkan setelah Hari Raya. 

J KASUBBAG 
! PER·UU-AN 

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA 

BAB III 

Pasal 7 
Penghasilan sebagairnana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) 
diberikan .bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, paling banyak 
meliputi: 
a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 
b. tunjangan keluarga; dan 
c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 

Pasal6 
Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan _atau 
tunjangan umum sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 
merupakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 5 
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) 
diberikan paling banyak meliputi: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; dan 
c. tunjangan jabatan atau. tunjangan umum. 

Pasal4 
(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 
bulan Maret. 

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan maret 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum dibayarkan 
se besar .penghasilan yang harusnya di terima karena 
berubahnya penghasilan, kepada 'yang bersangkutan 
tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya. 



EJ[Allf.lINASJI i 1=== ==~ ... ·KAB~G~/h 
HUKUM. • l 

,' ·.""",,.,,,,,.~~ 
KASUBBAG 
PER-UU#A11J 49 

8. PARAF KOOFfpJNASi 

menyelenggarakan pengendalian internal 
pelaksanaan pembayaran tunjangan Hari Raya. 

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
pcrundangan-undangan.. 

f\11g~aran 
terhadap 

Pengguna 
Pasal 13 

Anggaran/Kuasa Pengguna ( 1) 

Pasal 12 
Terhadap Tunjangan Hari Raya dilakukan pernbulatan 
se bagaimana mestinya. 

Pasal 11 
Proses penerbitan, pengajuan SPM dan SP2D Tunjangan Hari 
Raya dilakukan sesuai dengan peraturan perµndang 
undangan yang berlaku. 

Pasal 10 
(1) Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM 

Tunjangan Hari Raya kepada Bendahara Urnum Daerah. 
(2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l) dibuat dengan menggunakan jenis SPM 
Tunjangan Hari Raya Gaji untuk pembayaran gaji .pokok, 
tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau 
tunjangan umum; 

(3) SPM_ Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah 
dari S PM gaj i bulanan; 

(4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan 
atau.susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya. 

Pasal9 
( 1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat ( 1)> tidak dikenakan potongan iuran 
dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan danditanggung pernerintah. 
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Diundangkan di Sei Rampah 
pada tanggal u, M.t, ,.ow 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 

H. SOEKIRMAN 

Ditetapkan di .Sei Rampah 
pada tanggal f '- ~' ·;iou, 
BUPATI SERDANG BEDAGl\I, 

~ 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
·dalam Serita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 

memerin tahkan orang mengetahuinya, setiap Agar 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tang~al diundangkan. 

Pasal 14 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB IV 


